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ABSTRAK 

 

Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System dan Sanksi Pajak  

terhadap Penerimaan Pajak 

 

The Effect of the Implementation of the Self Assessment System  

and Tax Penalty on Tax Revenue 

 

Nur Ikhwana 

Yulianus Sampe 

Agus Bandang 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Self 

Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak, jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampel jenuh, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden . 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam 

bentuk pernyataan.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian data secara 

parsial dan simultan self assessment system dan sanksi pajak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak.  

 
Kata Kunci: Self Assessment System, Sanksi Pajak, Penerimaan Pajak. 
 

The purpose of this research are to knowing affects of implementation self 

assessment system and tax penalty to tax receipt, the type of this research are 

quantitative research. This research is using quantitative method with descriptive 

aproaching. Technique of taking sample are using saturation sampling, with the 

amount of sample until 50 respondents. The method of collecting data in this 

research are using quizioner in question form. Technique analysis of data that 

used in this research are multiple linear regression analysis. Based on the result 

of the research, data partially and simultan self assessment system and tax 

penalty are affected significant to tax revenue. 

 

Keywords: Self Assessment System, Tax Penalty, Tax Revenue. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat  

melakukan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan 

infrastruktur atau pembangunan fisik demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. 

Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pemerintah 

tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu setiap tahun 

pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai 

pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka 

semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika 

semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara 

dalam hal mewujudkan pembangunan negara. 

         Sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah 

pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD 

yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut 

Andriani (2012) pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada Negara yang 

dapat dipaksa, yang terutang oleh wajib pajak membayar sesuai dengan aturan 

umum (undang-undang hukum) tanpa adanya penghargaan prestasi kembali 

segera diangkat dan yang intinya adalah untuk membiayai pengeluaran umum 

karena tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan. 

         Saat ini ada beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini menekankan pada 
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Pajak Penghasilan orang pribadi dimana wajib pajak orang pribadi wajib 

membayar pajak.  

 Di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak yang merupakan sebuah 

mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke 

Negara, yaitu. 

1. Self Assessment System. 

2. Official Assessment System. 

3. Withholding Assessment System. 

  Dalam hal ini, peneliti menekankan salah satu sistem pemungutan pajak 

yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu sistem self assessment. Sejak reformasi 

perpajakan tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan 

merubah sistem pemungutan pajak dari office assessment menjadi self 

assessment system.  

         Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak 

yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang 

berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang 

sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam kondisi tersebut keberadaan Self 

assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan 

melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.  

         Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang 

terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan 

undang-undang perpajakan. Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak 
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tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Perilaku ini menyebabkan 

kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. 

Hal ini akan membuat penerimaan pajak akan menurun dan kemampuan negara 

dalam mewujudkan pembangunannya akan semakin rendah. 

 Pengetahuan Wajib Pajak mengenai penerapan self assessment system ini 

masih minim dan masih banyak menimbulkan masalah seperti kesulitan 

menghitung pajak, kesulitan untuk mendaftar NPWP hingga pelaporan SPT. Hal 

ini membuat Wajib Pajak kesulitan dalam penerapan ini. Oleh karena itu Wajib 

Pajak sebaiknya memiliki pengetahuan pajak agar ketentuan pemungutan self 

assessment system akan berhasil dengan baik.   

 Permasalahan yang sering terjadi disebabkan karena banyaknya wajib 

pajak yang tidak mendaftarkan diri, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT 

atau menyampaikan pajaknya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang 

seharusnya sampai usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. 

 Menurut Tim Survey Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis 

Indonesia Corruption Watch (2000) dibalik kelebihan pelaksanaan self 

assessment dalam sistem pemungutan pajak, self assessment sebenarnya juga 

mempunyai beberapa kekurangan seperti di bawah ini. 

a) Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam 

melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak 

perseorangan. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak  

dilaporkan sebagai obyek pajak,  

b) Ketidaksuksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah  

tunggakan pajak, meskipun wajib pajak sebenarnya memiliki kemampuan 

untuk membayar jumlah pajak tersebut,  
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c) Untuk memaksa wajib pajak berlaku jujur, UU Perpajakan perlu 

memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun, sistem self 

assessment tetap dilaksanakan.  

          Beberapa gambaran kelemahan self assessment system di atas, maka 

diberlakukanlah sanksi dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang perlu 

diperhatian oleh pemerintah.  

   Mardiasmo (2011:59) mengatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 

2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang 

dalam pasal 39 dan 39A. 

  Pemberian sanksi kepada wajib pajak dan pejabat yang berwenang sesuai 

aturan yang ada diharapkan mampu meminimalisir, bahkan mencegah 

penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh perorangan maupun yang 

dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu karena hal ini 

jelas merugikan negara, dan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan 

Negara. Olehnya itu, sanksi atas tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dan 

penghindaran pajak (tax avoidance) yang akan mengurangi target penerimaan 

pajak ini sangat diharapkan ketegasan dari para penegak hukum. 

 Kasus yang terjadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) karena 

sistem pemungutan pajak Self Assessment ini membuat pemerintah indonesia 

terhambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga akibat yang 

didapatkan bagi Negara adalah berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas 

negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara. 
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Berdasarkan data penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Timur pada tahun 2017 

(Januari-Oktober 2017) belum mencapai target sehingga penerimaan pajak pada 

tahun 2017 yang diterima oleh KPP Pratama Ilir Timur Palembang dari wajib 

pajak sebesar Rp. 1.249.495.559.031 atau 57,03% dari target penerimaan pajak 

sebesar Rp. 2.190.930.049.000. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak 

semakin rendah. 

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Anggriawan pada tahun 

2016 di KPP Pratama Cianjur yang berjudul: “Pengaruh Self Assessment 

System Dan Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak”. 

Berdasarkan dari hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan yang 

diperoleh dari Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak adalah 

sebesar 0,863. Dimana nilai korelasi terdapat hubungan keeratan yang sangat 

kuat dan positif. Nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan yang 

terjadi antara variabel Self Assessment System dan Penerimaan Pajak searah, 

artinya semakin baik implementasi Self Assessment System akan diikuti oleh 

semakin baiknya Penerimaan Pajak. Hasil penelitian dengan arah hubungan 

yang positif ini juga didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137), kepatuhan diperlukan dalam Self 

Assessment System dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada 

variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan, pada penelitian ini variabel 

tersebut diganti dengan variabel sanksi pajak. Sumber data penelitian 

sebelumnya menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada sedangkan sumber data penelitian selanjutnya 

menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung 
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yang menjadikan fiskus sebagai responden dan objek penelitiannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas  maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System dan 

Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar 

Selatan)”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak? 

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? 

3. Apakah pelaksanaan self assessment system dan sanksi pajak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:  

1. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan self assessment system 

terhadap penerimaan pajak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan self assessment system dan 

sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

referensi, pembanding untuk menambah ilmu, serta memberikan wawasan baru 
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mengenai pengaruh pelaksanaan self assessment system dan sanksi pajak 

terhadap penerimaan pajak 

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi 

Dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Makassar Selatan 

dalam meningkatkan penerapan sistem self assessment terhadap wajib pajak 

dan tegas dalam memberikan sanksi pajak agar penerimaan pajak semakin 

meningkat. 

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

membandingkan hasil penelitian sebelumnnya tentang pengaruh pelaksanaan 

sistem pemungutan pajak self assessment system terhadap Negara. Bagaimana 

cara wajib pajak bisa merealisasikan sistem ini agar pajak berjalan dengan lancar 

sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan pemahaman mengenai sanksi 

pajak untuk wajib pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai 

teori-teori yang terkait dengan self assessment system, sanksi pajak dan 

penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini 

serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB III  Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data 

yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil dan pembahasan 

penelitian. Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan dari 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. 

BAB V   PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan 

keterbatasan penelitian. Dimana kesimpulan ini merupakan simpulan 

dari hasil penelitian, saran yang dapat membangun pihak yang terkait 

serta keterbatasan penelitian yang dapat mempengaruhi kualitas data 

hasil penelitian. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang 

psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses 

sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang 

individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten 

dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010).  

 Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib 

Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya 

masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait 

dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah 

ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas 

adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. 

 Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai 

suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. 

Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi 

peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam sistem self assessment, 

administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, 

pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban 

perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. 

Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem self 

assessment, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib  

Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan 
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baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan 

tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. 

 
2.2 Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 

1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

         Selain itu, beberapa pengertian pajak berdasarkan para ahli yang dikutip 

oleh Ilyas dan Burton (2014:6) antara lain sebagai berikut. 

a)  Feldmann 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada 
penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 
adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum.” 
 

b) Smeets 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi 
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah.” 
 

c)  Soemahamidjaja 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya 
produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum.” 
 

d) Soemitro  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan 
untum membayar pengeluaran umum.” 
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Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan : 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan norma dan undang-undang 

yang berlaku. 

2. Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada Negara yang bersifat 

memaksa. 

3. Tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat untuk 

pembayaran pajak. 

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara untuk 

melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. 

5. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 

Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat 

        Saat ini, ada lima jenis pajak yang dikelola di Indonesia, yaitu; Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pungutan kepada Wajib 

Pajak inilah yang diharapkan membiayai pengeluaran Negara. 

 
2.2.2 Jenis Pajak 

         Menurut Ilyas dan Burton (2014:39-40), jenis-jenis pajak dapat digolongkan 

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga 

pemungutannya. 

1. Menurut Sifatnya 

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada oang lain serta 

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.  

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 

kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau 

peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
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2. Menurut Objeknya 

a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah 

diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya 

sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh: 

Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama 

memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau 

peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 

Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai 

hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah dan Bea Materai. 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 

atas: 

- Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

- Pajak kabupaten atau kota, Contoh: Pajak hotel, restoran, dan pajak 

hiburan. 

2.2.3 Fungsi Pajak 

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi 

budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak 

tersebut dapat dikembangkan dan dapat ditambahkan 2 fungsi lagi, yaitu fungsi 

demokrasi dan fungsi retribusi. 
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1. Fungsi budgeter 

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang 

pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan 

dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah 

untuk investasi pemerintah. 

2. Fungsi regulerend 

Bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. 

Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. 

3. Fungsi demokrasi. 

Pajak adalah suatu fungsi yng merupakan salah satu penjelmaan atau wujud 

sistem gotong-royong, termakud kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

demi kemaslahatan manusia. 

4. Fungsi redistribusi. 

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam 

masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif 

yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai 

penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang 

mempunyai penghasilan lebih sedikit(kecil). 

2.2.4 Wajib Pajak 

        Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 
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2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak 

        Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2014:37) dapat dibagi 

menjadi empat macam, yaitu. 

1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. 

2. Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan 

besarnya pajak yang terhutang. 

3. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 

untang pajak. 

4. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya 

pajak yang terutang. 

 

2.3 Self Assessment system 

        Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

A. Pelaksanaan self assessment system  

        Sehubungan dengan pelaksanaan self assessment system pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban wajib 

pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Rahayu 

(2010:101-102) antara lain;  
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1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak 

2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang melalui pengisian dengan baik dan benar 

3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos  

4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak  

B.  Ciri-ciri self assessment system:  

Adapun ciri-ciri self assessment system, adalah;  

1) Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak terutang.  

2) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas 

kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.  

3) Fiscus atau pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan 

pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan 

penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan 

yang berlaku.         

        Berdasarkan uraian di atas, bahwa self assessment system adalah suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang akan dibayar sesuai 

persentase aturan yang ada. 

 
2.4 Sanksi Pajak 

 Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia 

memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan 

pemungutan pajak. Dimana sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini akan membuat 
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wajib pajak melaporkan pajaknya sekecil mungkin sampai melakukan 

penggelapan pajak.  

    Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. 

Penerapan system self assessment ini dapat dijalankan oleh pemerintah, 

dengan catatan bahwa wajib pajak memerlukan pengetahuan mengenai pajak  

dan sanksi pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, agar penggelapan 

pajak (tax evasion) dapat dikurangi dan wajib pajak dapat terhindar dari beban 

tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang 

pajak pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi di bidang 

perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban perpajakannya. Di bawah ini akan diuraikan tentang jenis- 

jenis sanksi perpajakan. 

1. Sanksi Adminitrasi Berupa Denda 

Sanksi administrasi berupa denda tergolong sanksi yang masih dapat 

dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang 

kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan administrasi 

perpajakan. 

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga 

Sanksi admnistrasi berupa bunga tergolong sebagai sanksi yang lebih besar 

dibandingkan dengan sanksi denda, sanksi bunga diatur dalam berbagai 

pasal terkait dengan persoalan kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak. 

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 
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 Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi administrasi 

dengan  memberikan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayar. 

Jika dihitung secara nominal sanksi kenaikan merupakan sanksi administrasi 

yang paling berat dibandingkan dengan sanksi denda maupun sanksi bunga. 

         Sanksi di atas merupakan sanksi administrasi, Menurut Mardiasmo 

(2011:59-64) ada dua Sanksi Perpajakan yaitu Sanksi Administrasi yang terdiri 

Sanksi bunga, Sanksi Denda dan Kenaikan dan Sanksi Pidana yang terdiri 

Sanksi Kurungan dan Sanksi Penjara. Adapun sanksi pidana yang akan 

diberlakukan oleh wajib pajak ketika melakukan pelanggaran pajak.  

4. Sanksi Pidana  

 Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya 

pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni 

denda, pidana dan kurungan. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam 

dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan 

pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 

dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, pasal 39 ayat i yang 

memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah 

dipotong atau dipungut. 

 
Berikut ini tabel 2. 1 yang merinci mengenai sanksi pidana perpajakan. 

No Peraturan Tentang Jenis Sanksi 

1 
  
  
  
  
  
  

UU KUP 2007 
Pasal 38 ayat (1) 
  
  
  
  
  
  

Setiap orang yang karena 
kealpaannya: 

Pidana kurungan paling 
sedikit 3 bulan/paling lama 1 
tahun atau denda paling 
sedikit 1 kali jumlah pajak 
terutang yang tidak/kurang 
dibayardan paling banyak 2 
kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang 
dibayar 
  
  
  

a. Tidak menyampaikan SPT 

b. Menyampaikan SPT tetapi 
isinya tidak benar atau tidak 
lengkap atau melampirkan 
keterangan yang isinya benar 
sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan 
negara dan perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan setelah 
perbuatan yang pertama kali. 
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Setiap orang dengan sengaja:   
  
  

a. Tidak mendaftarkan diri untuk 
diberikan NPWP atau tidak 
mendaftarkan usaha untuk 
dikukuhkan sebagai PKP 

b.Menyalahgunakan/menggunak
an tanpa hak NPWP/PKP 

c. Tidak menyampaikan SPT 

d. Menyampaikan SPT dan/atau 
SPT tidak lengkap 

e. Menolak dilakukan 
pemeriksaan 

2 
  
  
  

UU KUP 2007 
Pasal 39 ayat (1) 
  
  
  

f. Memperlihatkan pembukuan, 
pencatatan, atau dokumen lain 
yang palsu/dipalsukan seolah-
olah benar atau tidak 
menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya 

Penjara paling singkat 6 
tahun dan denda paling 
sedikit 2 kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan paling 
banyak 4 kali jumlah pajak 
terutang yang tidak/kurang 
dibayar 
  
  
  

g. Tidak menyelenggarakan 
pembukuan/pencatatan di 
Indonesia, tidak meminjamkan 
buku, catatan/dokumen lain 

h. Tidak menyimpan buku, 
catatan/dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan/catatan dan 
dokumen lain termasuk hasil 
pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara 
elektronik/diselenggarakan 
secara program aplikasi online di 
Indonesia 

i. Tidak menyetorkan pajak yang 
telah dipotong/dipungut sehingga 
menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara 

3 UU KUP 2007 
Pasal 39 ayat (2) 

Seseorang melakukan lagi tindak 
pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat 1 tahun terhitung 
sejak selesainya menjalani 
pidana yang dijatuhkan 

Pidana penjara paling 
singkat 6 tahun dan denda 
paling sedikit 2 kali jumlah 
pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan 
paling banyak 4 kali jumlah 
pajak terutang yang 
tidak/kurang dibayar dan 
sanksi tersebut akan 
ditambahkan 1 kali menjadi 
2 kali sanksi pidana 

4 UU KUP 2007 
Pasal 39 ayat (3) 

Sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam 
rangka jabatan/pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan 
per UU Perpajakan 
dan/keterangan yang isinya tidak 
benar/tidak lengkap 

Pidana kurungan paling 
singkat 6 bulan/paling lama 
2 tahun atau denda paling 
sedikit 2 kali jumlah restitusi 
yang dimohonkan 
dan/kompensasi atau 
pengkreditan yang 
dilakukan dan paling banyak 
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4 kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan 
dan/kompensasi atau 
pengkreditan yang 
dilakukan 

 5   Setiap orang dengan sengaja:   
Pidana penjara paling 
singkat 2 tahun dan paling 
lama 6 tahun serta denda 
paling sedikit 2 kali jumlah 
pajak dalam faktur pajak, 
bukti pemungutan pajak, 
pemotongan pajak dan/atau 
bukti setoran pajak dan 
paling banyak 6 kali jumlah 
pajak dalam faktur pajak, 
bukti pemungutan pajak, 
pemotongan pajak dan/atau 
bukti setoran pajak 

  
UU KUP 2007 
Pasal 39A 

a. Menerbitkan, menggunakan 
faktur pajak, bukti potong, bukti 
setoran pajak yang tidak 
berdasarkan yang sebenarnya 
b. Menerbitkan faktur pajak 
tetapi belum dikukuhkan sebagai 
PKP 

6 UU KUP 2007 
Pasal 41 ayat (1) 

Pejabat yang karena 
kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban merahasiakan segala 
sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam 
rangka jabatan/pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan 
per UU Perpajakan, atas 
pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar 

Pidana kurungan paling 
lama 1 tahun dan denda 
paling banyak Rp 25 Juta 

7 UU KUP 2007 
Pasal 41 ayat (2) 

Pejabat yang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan segala sesuatu 
yang diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam 
rangka jabatan/pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan 
per UU perpajakan, atas 
pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar 

Pidana kurungan paling 
lama 2 tahun dan denda 
paling banyak Rp50 Juta 

8 UU KUP 2007 
Pasal 41A 

Setiap orang yang wajib 
memberikan keterangan/bukti 
yang diminta oleh Direktur 
Jenderal Pajak pada saat 
melakukan pemeriksaan pajak, 
penagihan pajak/penyidikan 
tindak pidana dibidang 
perpajakan tetapi dengan 
sengaja tidak memberi 
keterangan/bukti yang tidak 
benar 

Pidana kurungan paling 
lama 1 tahun dan denda 
paling banyak Rp 25 Juta 

9 UU KUP 2007 
Pasal 41B 

Setiap orang yang dengan 
sengaja menyebabkan tidak 
terpenuhinya kewajiban pejabat 
dan pihak lain dalam 

Pidana kurungan paling 
lama 3 tahun atau denda 
paling banyak Rp 75 juta 



20 

 

merahaiakan segala sesuatu 
yang diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam 
rangka jabatan/pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan 
peraturan per UU perpajakan 

10 UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 
(1) 

Setiap orang yang dengan 
sengaja tidak memenuhi 
kewajiban merahasiakan segala 
sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam 
rangka jabatan/pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan 
peraturan per UU perpajakan 

Pidana kurungan paling 
lama 1 tahun dan denda 
paling banyak Rp 1 milyar 

11 UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 
(2) 

Setiap orang yang dengan 
sengaja tidak terpenuhi 
kewajiban pejabat dan pihak lain 
dalam merahasiakan segala 
sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam 
rangka jabatan/pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan 
per UU perpajakan 

Pidana kurungan paling 
lama 10 bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp 
800 juta 

12 UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 
(3) 

Setiap orang yang dengan 
sengaja tidak memberikan data 
dan informasi yang diminta oleh 
Direktur Jenderal Pajak dalam 
menghimpun data dan informasi 
untuk kepentingan penerimaan 
negara 

  

13 UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 
(4) 

Setiap orang yang dengan 
sengaja menyalahgunakan data 
dan informasi perpajakan 
sehingga menimbulkan kerugian 
bagi negara 

Pidana kurungan paling 
lama 1 tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 
500 juta 

Sumber:https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-
pajak  

 

2.5 Penerimaan Pajak. 

 Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 “Penerimaan 

pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak 

perdagangan internasional”.   

https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak
https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak
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 Menurut Suherman (2011) penerimaan pajak adalah penghasilan yang 

diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya 

sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara 

tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang 

disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, 

menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan  sosial. 

        Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut 

Wulandari (2015). 

1. Kepatuhan wajib pajak. 

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah 

kepatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat/level 

untuk mengukur orang pribadi atau badan tunduk terhadap aturan perpajakan 

dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan semakin tingginya 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas 

penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan 

pajak penghasilan untuk negara. 

2. Pemeriksaan pajak. 

Pemeriksaan pajak adalah kegiatankegiatan yang bertujuan untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus 

dilakukan oleh DJP karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal 

penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan 

nasional, jika pemeriksaan pajak tinggi maka penerimaan negara juga akan 

semakin tinggi. 

3. Penghasilan TKP 

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum yang 

diberikan kepada wajib pajak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun 

sesuai dengan undang-undang perpajakan. 
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4. Kebijakan Sunset Policy jilid 2. 

 Sunset policy adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang 

diatur dalam pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai pemberian 

fasilitas kepada wajib pajak badan maupun perorangan dalam bentuk 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas 

keterlambatan pelunasan hutang pajak (undang-undang nomor 28 tahun 

2007). 

 
2.6 Penelitian Terdahulu 

 Peneliti menggunakan penelitian terdahulu agar memudahkan peneliti 

dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan 

penelitian dari segi teori maupun konsep.  Pada penelitian terdahulu, penulis 

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi. 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu. 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel  
Penelitian 

Hasil  
Penelitian 

Angga 
Anggria-
wan 
(2016) 

Pengaruh Self 
Assessment 
System dan 
Efektivitas 
Administrasi 
Perpajakan 
Terhadap 
Penerimaan Pajak 
(Studi Kasus Pada 
Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Cianjur) 

Independen : 
Self Assessment 
system dan Sanksi 
Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependen : 
Penerimaan Pajak 

1) Self Assessment 
System 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Penerimaan 
Pajak. 

2) Efektivitas 
Administrasi 
Perpajakan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penerimaan 
pajak. 
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Rizki 
Wulanda
ri ( 2015) 

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pada 
KPP Pratama 

Independen:  
kepatuhan wajib 
pajak, pemeriksaan 
pajak, peningkatan 
PTKP dan kebijakan 
sunset policy jilid 2  
   
 
Dependen: 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan 

1) kepatuhan wajib 
pajak, pemeriksaan 
pajak berpengaruh 
positif terhadap 
penerimaan pajak. 

2) peningkatan PTKP 
dan kebijakan sunset 
policy jilid 2  
berpengaruh positif 
terhadap penerimaan 
pajak. 

Lidya 
Purna-
ma Sari 
(2009) 

Pengaruh Self 
Assessment 
System Terhadap 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan di 
KPP Pratama 
Medan Barat 

Independen: Self 
assessment system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependen: 
Penerimaan pajak 
Penghasilan 

1) Secara parsial NPWP 
tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap penerimaan 
pajak penghasilan. 

2) Secara parsial SSP 
PPh 25 berpengaruh 
positif terhadap 
penerimaan pajak 
penghasilan. 

3) Secara simultan 
NPWP dan SSP PPh 
25 berpengaruh 
positif terhadap 
penerimaan pajak 
penghasilan. 

Marisa 
Herryan-
to dan 
Agus 
Arianto 
Toly 
(2013) 

Pengaruh 
Kesadaran Wajib 
Pajak, Kegiatan 
Sosialisasi 
Perpajakan, dan 
Pemeriksaan Pajak 
terhadap 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan di 
KPP Pratama 
Surabaya 
Sawahan 

Independen:  
Kesadaran Wajib 
Pajak, Kegiatan 
Sosialisasi 
Perpajakan, dan 
Pemeriksaan Pajak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependen: 
Penerimaan Pajak 

1) Kesadaran Wajib 
Pajak berpengaruh 
negatif secara parsial 
terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan 
terhadap 
penggelapan pajak. 

2) kegiatan sosialisasi 
perpajakan tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
penerimaan Pajak 
Penghasilan 

3) pemeriksaan pajak 
secara parsial 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
penerimaan Pajak 
Penghasilan 
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Variabel Independen                   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = Uji Parsial 

  = Uji Simultan 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan dari telaah pustaka maka 

variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka 

pemikiran sebagai berikut. 

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Self Assessment 
System  

(X1) 

 

(x1) 

Penerimaan Pajak  

(Y) 

Sanksi Pajak 

 (X2) 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

        Hipotesis merupakan suatu tanggapan yang digunakan sebagai dasar 

dalam pembuatan keputusan solusi persoalan dan juga untuk dasar penelitian 

lebih lanjut.  

2.8.1 Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak. 

          Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment 

system. Dengan adanya self assessment system diharapkan wajib pajak dapat 

menimbulkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena 

sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melapokan besaran pajaknya. Namun 

dengan adanya self assessment system memungkinkan wajib pajak melakukan 

tindak kecurangan. Sistem pemungutan yang pelaporan dan pembayaran 

pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dapat membuat penerimaan pajak 

semakin rendah dikarenakan wajib pajak akan melaporkan pajaknya sekecil 

mungkin.  Hal ini berhubungan dengan teori kepatuhan pajak yang dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

    Suwandhi (2010) mengatakan bahwa fenomena yang terjadi pada KPP 

Pratama Bandung Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang 

terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib 

pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak 

menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak 

menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi 

dengan petugas pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pelaksanaan self 

assessment system maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, namun 

sebaliknya semakin buruk pelaksanaan self assessment system maka 

penerimaan pajak akan semakin menurun.  
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Hipotesis 1 (H1): Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak. 

2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak. 

 Pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanksi 

yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun karena 

kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan sanksi pajak maka 

penerimaan pajak semakin rendah. Sangat diperlukan sanksi pajak yang tegas 

bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak sehingga mempengaruhi 

penerimaan pajak. Dalam teori kepatuhan/ compliance theory adanya sanksi 

administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib 

Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan 

perpajakan atau tax compliance.   

  Dwi Indriani (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan sanksi pajak termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan 

sanksi pajak yang dimulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana belum 

berjalan baik. 

Hipotesis 2 (H2): Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak. 

2.8.3 Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Sanksi Pajak 

terhadap Penerimaan Pajak. 

 Self assessment adalah system pemungutan pajak yang memberikan 

kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri 

besaran pajaknya. Dalam kondisi tersebut keberadaan Self assessment system 

memungkinkan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan melakukan kecurangan 

seperti penggelapan pajak.  
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Pemberian sanksi kepada wajib pajak dan pejabat yang berwenang 

sesuai aturan yang ada diharapkan mampu meminimalisir, bahkan mencegah 

penggelapan pajak (tax evasion) atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok 

tertentu karena hal ini jelas merugikan negara, dan mempengaruhi pertumbuhan 

pembangunan Negara.  

Berdasarkan penelitian Anggriawan (2016) dan Indriani (2014) Kasus yang 

terjadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) karena sistem pemungutan 

pajak Self Assessment ini membuat pemerintah indonesia terhambat dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak karena dapat menyebabkan terjadi 

penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Olehnya itu, sanksi atas tindakan 

penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

akan mengurangi target penerimaan pajak ini sangat diharapkan ketegasan dari 

para penegak hukum. 

Hipotesis 3 (H3): Self Assessment System dan sanksi perpajak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Rancangan Penelitian  

          Rancangan penelitian merupakan suatu rencana yang spesifik dan 

terperinci untuk mengatur latar penelitian agar memperoleh data, menganalisis, 

dan menginterpretasi data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

 Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada 

filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 Selanjutnya Sugiyono (2017:8), mengemukakan bahwa metode penelitian 

deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik 

hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel 

bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan 

dengan variabel lain. 

 
3.2 Tempat dan Waktu  

Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Makassar Selatan, yang 

beralamat di Jl. Urip Sumoharjo KM 4 GKN I, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 

90233. Sedangkan waktu yang dibutuhkan peneliti kurang lebih  selama 1 bulan. 

 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 


